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Abstrak 
Wakaf sebagai alat sosial ekonomi dalam Islam memiliki kemampuan besar untuk mendukung perkembangan 
masyarakat, tetapi pengelolaan yang tidak profesional sering kali menghalangi pemanfaatannya secara maksimal. 
Penganggaran syariah dihadirkan sebagai solusi untuk meningkatkan performa lembaga wakaf dengan 
menekankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi konsep penganggaran syariah dalam lembaga wakaf, dampaknya terhadap transparansi dan 
akuntabilitas, hambatan dalam pelaksanaannya, serta efektivitasnya dalam memperbaiki tata kelola. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari jurnal yang terindeks di 
Garuda dan Google Scholar, buku, serta regulasi yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa 
penganggaran syariah dapat meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi yang jelas dan 
terstruktur, serta akuntabilitas melalui sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat. Meskipun 
demikian, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran, kurangnya sumber daya 
manusia yang terampil, dan regulasi yang belum lengkap. Secara keseluruhan, penganggaran syariah terbukti 
efektif dalam memperbaiki tata kelola lembaga wakaf jika diterapkan dengan tepat. 
Kata Kunci : Penganggaran, Transparansi, Akuntabilitas, Wakaf, Syariah 

 
PENDAHULUAN  

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter ibadah berkelanjutan dan 
berfungsi sebagai sumber daya sosial-ekonomi yang bermanfaat (Vientiany et al., 2025). Manfaatnya 
tidak hanya dirasakan oleh wakif, tetapi juga oleh masyarakat luas dalam jangka panjang (Aulia et al., 
2025). Secara konsep, wakaf adalah penyerahan harta secara permanen untuk digunakan sesuai 
dengan prinsip syariah demi kepentingan umum. Dalam konteks pembangunan umat, wakaf memiliki 
potensi strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk sektor pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial (Zannah et al., 2024). Di negara dengan populasi 
Muslim yang besar seperti Indonesia, wakaf dapat menjadi solusi penting dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dapat 
memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
memperkuat ekonomi umat (Manaf et al., 2025). Dengan demikian, wakaf berperan penting dalam 
pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia, memberikan manfaat jangka panjang yang dapat 
dirasakan oleh generasi mendatang (Faujiah, 2025). 

Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat signifikan, baik dalam bentuk wakaf tanah, 
bangunan, maupun wakaf uang (Zunica & Adiba, 2023). Berbagai kajian menunjukkan bahwa nilai 
ekonomi aset wakaf nasional dapat menjadi pendorong penting bagi pembangunan berkelanjutan. 
Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat pemanfaatan 
yang optimal (Anam et al., 2024). Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara produktif, kurang 
terdokumentasi dengan baik, atau menghadapi kendala administratif dan hukum, sehingga 
kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas. 

Permasalahan utama yang sering menghambat optimalisasi wakaf terletak pada aspek tata 
kelola kelembagaan. Pengelolaan wakaf di sejumlah institusi masih dilakukan secara konvensional dan 
belum ditopang oleh sistem manajemen yang profesional. Kondisi ini tercermin dari rendahnya 
transparansi laporan keuangan, lemahnya akuntabilitas nazir kepada para pemangku kepentingan, 
serta belum efektifnya perencanaan dan pengendalian anggaran. Akibatnya, tingkat kepercayaan 
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publik terhadap lembaga wakaf cenderung menurun dan potensi terjadinya inefisiensi pengelolaan 
semakin besar. 

Saat ini penganggaran syariah dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk memperkuat 
tata kelola wakaf. Penganggaran syariah tidak hanya menekankan efisiensi dan efektivitas keuangan, 
tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, 
akuntabilitas, dan kemaslahatan (Afriliani et al., 2025). Melalui penerapan penganggaran yang berbasis 
syariah, pengelolaan wakaf diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik dari sisi finansial maupun dari aspek etika dan spiritual (Fauzan et al., 
2025). 

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji wakaf dari sudut pandang hukum Islam, 
kelembagaan, dan potensi ekonomi wakaf produktif. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti 
pentingnya profesionalisme nazir, penguatan regulasi, serta inovasi instrumen wakaf, seperti wakaf 
uang. Namun demikian, pembahasan mengenai penganggaran masih bersifat terbatas dan cenderung 
diposisikan sebagai bagian minor dari manajemen keuangan wakaf, tanpa analisis mendalam 
mengenai konsep dan mekanisme penganggaran syariah itu sendiri. 

Di sisi lain, kajian tentang penganggaran syariah lebih banyak diarahkan pada sektor publik dan 
lembaga keuangan syariah, seperti perbankan dan lembaga pengelola zakat. Penelitian yang secara 
khusus mengaitkan penganggaran syariah dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan 
efektivitas tata kelola pada lembaga wakaf masih relatif jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan 
adanya kesenjangan riset terkait penerapan penganggaran syariah sebagai instrumen strategis dalam 
pengelolaan wakaf. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konsep penganggaran 
syariah dalam lembaga wakaf, menganalisis implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta 
mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur 
dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang terindeks di Garuda dan Google Scholar, serta regulasi 
dan pedoman terkait wakaf dan keuangan syariah. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan 
kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur wakaf dan menjadi rujukan praktis dalam upaya 
peningkatan tata kelola wakaf di Indonesia. 

 
KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Konsep Wakaf 

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan (amal jariyah), di mana 
harta yang dimiliki diserahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariat Islam (Manaf 
et al., 2025). Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung 
pembangunan sosial dan ekonomi umat, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan 
ekonomi. Potensi wakaf untuk memberikan manfaat jangka panjang sangat besar jika dikelola secara 
profesional dan produktif (Faujiah, 2025). Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih 
menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, dan rendahnya 
akuntabilitas dari nazhir (pengelola wakaf). Masalah-masalah ini menghalangi wakaf untuk 
memberikan manfaat maksimal (Zannah et al., 2024). Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam sistem 
pengelolaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, serta penerapan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas yang lebih baik agar wakaf dapat lebih optimal berkontribusi dalam pembangunan sosial-
ekonomi umat (Rifan et al., 2024).  

 
Penganggaran Syariah 

Penganggaran syariah adalah proses yang mencakup perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. 
Prinsip utama dalam penganggaran syariah meliputi keadilan (‘adl), transparansi (syafa’ah), 
akuntabilitas (muwakkalah), dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah) (Ananta & Kurniati, 
2025). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan 
adil, terbuka, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam konteks 
lembaga wakaf, penganggaran syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi 
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juga sebagai mekanisme pengawasan moral dan etika dalam pengelolaan harta wakaf (Selwin & 
Pratama, 2025). Penganggaran syariah memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan tujuan 
wakaf, yaitu untuk kepentingan umat, dan menjamin agar pengelolaan harta wakaf selalu mengikuti 
aturan syariat Islam serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Isnaeni, 2025). 

 
Transparansi Wakaf 

Transparansi merujuk pada keterbukaan lembaga wakaf dalam memberikan informasi yang 
jelas, jujur, dan mudah diakses oleh publik, terutama mengenai sumber dana, penggunaan dana, dan 
hasil pengelolaan wakaf (Yumarni et al., 2025). Aspek ini sangat penting untuk membangun 
kepercayaan antara wakif, masyarakat, dan lembaga wakaf (Suci et al., 2024). Dengan transparansi, 
masyarakat dapat memantau dan menilai bagaimana dana wakaf dikelola serta memastikan bahwa 
dana tersebut digunakan sesuai tujuan (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Penerapan penganggaran 
syariah mendorong transparansi dengan menyusun laporan keuangan yang terstruktur, memanfaatkan 
teknologi informasi untuk mempermudah akses data, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan 
anggaran (Shari et al., 2025). Dengan demikian, lembaga wakaf tidak hanya memenuhi prinsip 
keadilan dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap 
pengelolaan wakaf (Harianto et al., 2025). Transparansi yang baik akan mendukung efektivitas dan 
keberlanjutan wakaf dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Chanoago et al., 
2025). 

 
Akuntabilitas Wakaf 

Akuntabilitas dalam lembaga wakaf merujuk pada kewajiban nazhir untuk bertanggung jawab 
atas seluruh kegiatan pengelolaan wakaf kepada wakif, masyarakat, pemerintah, dan Allah SWT 
(Rasna et al., 2024). Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, standar akuntansi syariah, 
serta pelaporan yang jelas mengenai kinerja dan hasil pengelolaan wakaf (Yuniar et al., 2024). 
Penganggaran syariah memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dengan 
mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal 
(Istikomah & Hasanah, 2024). Ini termasuk audit keuangan secara berkala serta evaluasi kinerja 
menggunakan indikator yang terukur. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, 
lembaga wakaf dapat memastikan bahwa dana yang ada dikelola dengan efisien dan sesuai dengan 
tujuan wakaf (Susanti et al., 2025). Penerapan penganggaran syariah diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf serta memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf 
sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi umat (Loly et al., 2025). 

 
Tata Kelola Lembaga Wakaf 

Tata kelola wakaf adalah sistem yang mengatur hubungan antara nazhir, wakif, penerima 
manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara 
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Assiddiq et al., 2025). Penganggaran syariah berperan 
penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang baik, karena dapat menggabungkan berbagai aspek, 
seperti pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap syariah, dan keterlibatan masyarakat secara 
berkelanjutan (Asfi Manzilati, 2025). Dengan penerapan penganggaran syariah yang tepat, 
pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan umat, sambil menjaga 
transparansi dan akuntabilitas (Terbuka et al., 2025). Selain itu, penganggaran syariah juga mendukung 
kelangsungan pengelolaan wakaf, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Tambunan et al., 2024). 

 
METODOLOGI PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka untuk 
mengevaluasi penerapan penganggaran syariah dalam lembaga wakaf dan dampaknya terhadap 
transparansi, akuntabilitas, serta efektivitasnya dalam memperbaiki tata kelola lembaga wakaf. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang terindeks di Garuda dan 
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Google Scholar, buku, serta regulasi yang relevan dengan pengelolaan wakaf dan penganggaran 
syariah. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara 
penganggaran syariah dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. 
Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana penerapan penganggaran syariah dapat 
meningkatkan pengelolaan dana wakaf, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam 
implementasinya, serta mengevaluasi efektivitas penganggaran syariah dalam memperbaiki tata kelola 
lembaga wakaf. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat penerapan penganggaran syariah, seperti kesadaran yang rendah 
terhadap pengelolaan keuangan syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, serta 
regulasi yang belum memadai. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang penganggaran syariah, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam tata kelola 
lembaga wakaf guna memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Konsep Penganggaran Syariah dalam Lembaga Wakaf 

Penganggaran syariah dalam lembaga wakaf adalah proses perencanaan keuangan yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan aset 
wakaf yang efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagaimana 
dijelaskan oleh (Manaf et al., 2025), penganggaran syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek 
keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebaikan bagi umat. 
Prinsip-prinsip ini membimbing pengelolaan dana wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi umat. 

Prinsip pertama dalam penganggaran syariah adalah keadilan (Adl), yang mengharuskan dana 
wakaf dialokasikan dengan cara yang adil, memastikan bantuan diberikan kepada kelompok 
masyarakat yang paling membutuhkan (Asfi Manzilati, 2025). Pengalokasian yang adil menjamin 
bahwa manfaat wakaf tersebar merata dan tepat sasaran. Prinsip transparansi (Syafa’ah) menuntut 
lembaga wakaf untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait anggaran yang dimiliki. Ini 
memungkinkan masyarakat untuk mengakses data mengenai sumber dana, distribusi, dan hasil 
pengelolaan wakaf, yang meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan 
(Zunica & Adiba, 2023). 

Prinsip akuntabilitas (Muwakkalah) mewajibkan nazhir untuk bertanggung jawab atas 
pengelolaan dana yang telah disepakati bersama wakif dan pihak terkait. Nazhir harus menyampaikan 
laporan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana wakaf serta merencanakan 
perbaikan jika ada ketidaksesuaian dengan target yang ditetapkan (Suci et al., 2024). Terakhir, prinsip 
kemaslahatan umum (Maslahah Mursalah) memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penghindaran riba, gharar, dan maysir 
mengatur agar dana wakaf tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, 
seperti bunga, ketidakpastian, atau perjudian dalam pengelolaan dan investasi wakaf (Anam et al., 
2024). 

 
Pengaruh Penganggaran Syariah Terhadap Transparansi Lembaga Wakaf 

Transparansi dalam lembaga wakaf merujuk pada kemudahan akses publik terhadap informasi 
yang jelas mengenai keuangan dan aktivitas lembaga tersebut (P et al., 2025). Penganggaran syariah 
memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dengan berbagai cara yang memastikan 
bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami dengan mudah dan dapat 
dipercaya. Dengan adanya transparansi yang baik, lembaga wakaf dapat membangun kepercayaan 
masyarakat dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Salah satu cara untuk memperbaiki 
transparansi adalah melalui penyampaian informasi yang terstruktur. Laporan keuangan yang disusun 
dengan baik, mencakup sumber dana, alokasi, dan hasil pengelolaan, harus dapat diakses oleh 
masyarakat. Penyampaian informasi ini secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memantau 
dan mengevaluasi pengelolaan dana wakaf. Sebagai contoh, lembaga wakaf dapat mempublikasikan 
laporan tahunan atau menggunakan platform digital untuk membagikan informasi ini, seperti yang 
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dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang menerbitkan laporan keuangan terbuka (Fauzan 
et al., 2025). 

Selain itu, penggunaan teknologi informasi sangat mempermudah keterbukaan dalam 
pengelolaan wakaf. Sistem akuntansi syariah berbasis teknologi memungkinkan pengelolaan dan 
pelaporan dana wakaf dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. 
Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan dana wakaf melalui 
aplikasi dan situs web. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Universitas Indonesia (YWUI) menyediakan 
fitur "Wakaf Tracker" yang memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan program wakaf. 
Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran adalah faktor penting dalam 
memastikan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran, lembaga 
wakaf dapat memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga 
wakaf, karena masyarakat merasa lebih terlibat dalam pengelolaan dana yang mereka percayakan. 
Dengan cara ini, penganggaran syariah dapat memastikan pengelolaan wakaf yang lebih transparan 
dan akuntabel (Suci et al., 2024). 

 
Pengaruh Penganggaran Syariah Terhadap Akuntabilitas Lembaga Wakaf 

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf mengacu pada kewajiban nazhir untuk memberikan 
laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana wakaf kepada pihak 
berwenang, seperti wakif, masyarakat, dan pemerintah (Istikomah & Hasanah, 2024). Pengelolaan 
yang akuntabel memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditentukan. Dalam hal ini, penganggaran syariah memainkan peran penting dalam memperkuat 
akuntabilitas dengan memastikan pengawasan dan pelaporan yang tepat dalam pengelolaan dana 
(Thalib, 2023). 

Salah satu cara untuk memperkuat akuntabilitas adalah dengan menerapkan sistem pengawasan 
yang ketat. Pengawasan internal oleh Dewan Pengurus Nazhir dan Dewan Pengawas Syariah serta 
pengawasan eksternal dari pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, auditor independen, dan 
masyarakat, menjamin keakuratan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang jelas, lembaga 
wakaf dapat memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
menghindari potensi penyalahgunaan (Firnanda et al., 2025). 

Selain itu, pertanggungjawaban terhadap hasil dari setiap program yang dilaksanakan juga 
menjadi bagian krusial dalam akuntabilitas. Nazhir harus bertanggung jawab tidak hanya atas proses 
pengelolaan tetapi juga hasil yang diperoleh. Apabila suatu program tidak mencapai tujuan yang 
diinginkan, nazhir harus menjelaskan penyebabnya dan menyusun langkah-langkah perbaikan. Proses 
ini mendorong lembaga wakaf untuk terus meningkatkan efektivitas program yang dijalankan (Suci 
et al., 2024).  

Kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ada, seperti Undang-Undang Wakaf dan 
PSAK No. 112, juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Mematuhi regulasi ini 
memastikan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi risiko 
penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap aturan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga wakaf dan menjamin bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat yang optimal bagi umat 
(Rasna et al., 2024). 

 
Tantangan Implementasi Penganggaran Syariah di Lembaga Wakaf 

Penganggaran syariah memiliki peran krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga wakaf (P et al., 2025). Melalui penerapan prinsip-prinsip 
syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan 
secara terbuka dan jelas, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana tersebut 
(Nasib et al., 2023). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, 
memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (Rinanda, 
2021). 

Salah satu aspek utama dalam penganggaran syariah adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam 
pengelolaan wakaf (Puspita et al., 2025). Pengelolaan berbasis syariah mendorong partisipasi 
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masyarakat dalam penyusunan anggaran dan pengawasan, memastikan bahwa anggaran disusun sesuai 
dengan kebutuhan dan harapan mereka (Harianto et al., 2024). Dengan demikian, pengelolaan wakaf 
menjadi lebih akuntabel dan lembaga wakaf bertanggung jawab atas dana yang telah dikelola (Fathoni 
et al., 2025). 

Selain itu, penganggaran syariah berfungsi untuk menjaga etika dan moralitas dalam 
pengelolaan wakaf (Cahya et al., 2023). Setiap keputusan dalam pengelolaan dana wakaf harus sejalan 
dengan pedoman syariah, menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir (Silalahi et al., 2024). 
Pendekatan ini membedakan penganggaran syariah dari sistem keuangan konvensional, yang sering 
kali lebih fokus pada efisiensi finansial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral (Simbolon et al., 
2024). 

Lebih lanjut, penganggaran syariah mendukung keberlanjutan lembaga wakaf dengan 
memastikan dana wakaf dikelola secara produktif (Syihabudin et al., 2023). Pengelolaan yang baik 
memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya habis terpakai, tetapi dapat berkembang dan memberikan 
manfaat jangka panjang (Nasib, 2023). Dengan demikian, penganggaran syariah menjadikan wakaf 
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai 
kegiatan filantropi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi pembangunan sosial 
dan ekonomi yang lebih merata (Nasib et al., 2021). 

 
Efektivitas Penganggaran Syariah Dalam Meningkatkan Tata Kelola 

Penganggaran syariah yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi 
dalam pengelolaan lembaga wakaf (Ananta & Kurniati, 2025). Dengan menerapkan penganggaran 
yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, lembaga wakaf dapat menjalankan tata kelola yang lebih 
baik, memastikan dana wakaf digunakan secara tepat sasaran, serta melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaan (Afriliani et al., 2025). Penerapan penganggaran syariah juga memperkuat transparansi 
melalui laporan keuangan yang terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana 
dengan jelas (Fauzan et al., 2025). Ini membantu memperbesar kepercayaan publik terhadap lembaga 
wakaf dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Pakpahan et al., 2024). Selain itu, penganggaran 
syariah mendukung keberlanjutan wakaf dengan memastikan dana yang diterima dikelola secara 
produktif dan berkelanjutan (Ayuni et al., 2024). Dengan cara ini, wakaf bukan hanya menjadi kegiatan 
filantropi sementara, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat yang dapat memberikan 
manfaat jangka panjang (Armariena et al., 2025). Sehingga, penganggaran syariah memainkan peran 
penting dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk kepentingan umat dan masyarakat luas 
(Nasib et al., 2021). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran syariah memainkan peran yang krusial dalam 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsip syariah, seperti 
keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum, menjadi dasar utama dalam 
implementasi penganggaran syariah di lembaga wakaf. Dengan penganggaran syariah, lembaga wakaf 
dapat menyampaikan informasi secara terstruktur dan jelas, memungkinkan masyarakat untuk lebih 
mudah memantau pengelolaan dana wakaf. Selain itu, teknologi informasi juga memainkan peran 
penting dalam meningkatkan keterbukaan, sementara pengawasan yang ketat memperkuat 
akuntabilitas dalam pengelolaan. 

Namun, penerapan penganggaran syariah dalam lembaga wakaf juga menghadapi beberapa 
tantangan. Beberapa hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman 
dan kesadaran tentang penganggaran syariah, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, serta 
regulasi yang belum memadai. Masalah lain yang turut mempengaruhi adalah terbatasnya infrastruktur 
dan teknologi, yang menyulitkan lembaga wakaf dalam melaksanakan penganggaran secara efektif. 

Implikasi manajerial dari temuan ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan 
wakaf, lembaga wakaf perlu fokus pada peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dalam bidang 
akuntansi dan manajemen wakaf syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik 
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sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini 
akan membantu lembaga wakaf untuk beroperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan. 

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar lembaga wakaf didukung dengan regulasi 
yang lebih komprehensif dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah serta Badan Wakaf 
Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan wakaf dapat lebih terstruktur dan sesuai 
dengan prinsip syariah. Pengawasan yang intensif akan memastikan integritas pengelolaan dan 
membantu lembaga wakaf untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Dengan penerapan 
penganggaran syariah yang efektif, lembaga wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 
dalam pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi. 
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